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Abstract

This paper is to describe about Good Governance of BAZIS and it’s impact to BAZIS muzaki’s
satisfaction and loylity. This paper is based on the research using descriptive analysis approach. The
population of this research was BAZIS muzaki in Central Java, and the sample were taken by 150 muzaki
in Central Java. The technique used to get data was questionet and in-dept interview. Partial Least
Square (PLS) was analysis tool used.

The result of this research shows that transparency, accountability, and advantage are important
variables for good governance of BAZIS. Transparency, accountability, and advantage of BAZIS
significantly influence to BAZIS muzaki’s satisfication and loyality. Besides the two of independent
variables, the research also found one independent variable which has never been available in good
governance theory before. It is the use of BAZIS. This finding was resulted from the interview of BAZIS

muzaki and can be a reference for the next research.
Key words : good governance, transparency, accountability, advantage, satisfaction, and loyality.

Pendahuluan malaria dan penyakit lainnya, penurunan angka

kematian anak, kesehatan

Milenium Development Goals (MDGS)
merupakan sebuah inisiatif pembangunan yang
dibentuk pada tahun 2000 oleh perwakilan-
perwakilan  dari 189 negara  dengan
menandatangani deklarasi yang disebut sebagai
millennium declaration. Deklarasi itu
mengandung delapan poin yang harus dicapai
sebelum 2015, vyaitu meliputi penghapusan
kemiskinan, pendidikan untuk semua,
persamaan gender  dan pemberdayaan

perempuan, perlawanan terhadap HIV/AIDS,
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peningkatan
reproduksi, pelestarian lingkungan hidup dan
kerja sama global untuk pembangunan. Sebagai
salah satu negara yang meratifikasi kesepakatan
global tersebut, Indonesia harus secara serius
melakukan berbagai upaya agar delapan sasaran
tersebut dapat dicapai.

Poin terpenting dalam delapan poin
tersebut adalah masalah pengentasan
kemiskinan.  Zakat, infak dan shodagoh

merupakan instrumen ekonomi Islam yang
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menarik untuk dijadikan instrumen pengentasan
kemiskinan. Zakat  sebagai instrument
pengentasan  kemiskinan  memiliki  banyak
keunggulan dibandingkan instrument fiskal
konvensional yang kini telah ada. Pertama,
penggunaan zakat sudah ditentukan secara jelas
dalam syariat (QS At Taubah: 60), dimana zakat
hanya diperuntukkan bagi 8 golongan saja
(ashnaf) yaitu: orang-orang fakir, miskin, amil
zakat, mu'allaf, budak, orang-orang yang
berhutang, jihad fi sabilillah, dan ibnu sabil.
jumhur fugaha sepakat bahwa selain 8 golongan
ini, tidak halal menerima zakat. Dan tidak ada
satu pihak-pun yang berhak mengganti atau
merubah ketentuan ini. Karakteristik ini
membuat zakat secara inheren bersifat pro poor.
Tak ada satupun instrument fiskal konvensional
yang memiliki karakteristik unik seperti ini.
Karena itu zakat akan lebih  efektif
mengentaskan kemiskinan karena alokasi dana
yang sudah pasti dan diyakini akan lebih tepat
sasaran. Kedua, zakat memiliki tarif yang
rendah dan tetap serta tidak pernah berubah-
ubah karena sudah diatur dalam syariah. Ketiga,
zakat dikenakan pada basis yang luas dan
meliputi  berbagai aktivitas perekonomian.
Keempat, zakat adalah pajak spiritual yang
wajib dibayar oleh setiap muslim dalam kondisi
apapun. Karena itu, penerimaaan zakat
cenderung stabil. Hal ini akan menjamin
keberlangsungan program pengentasan
kemiskinan dalam jangka waktu yang cukup

panjang

Secara teologi, diperlukan kehati- hatian
dalam internalisasi tujuan Filantropi yaitu
memanfaatkan dana- dana sosial untuk
pemberdayaan  masyarakat dalam  upaya
mewujudkan kesejahteraan, dan keadilan sosial.
Kehati- hatian tersebut pertama, secara filosofi
filantropi bersumber pada ideologi humanities
yang mengagungkan, dan menjujung tinggi
kedudukan

menyangkut kegunaan, faedah dan manfaat

manusia.  Kedua, filantropi
terluas dari tujuan kedermawanan, karena itu ia
sangat memperhatikan akibat dan bukan hakikat
perbuatan kedermawanan. Jebakan psikologis
manfaat tanpa mempertimbangkan asal dana dan
siapa yang berderma, atas nama kesejahteaan
masyarakat, seseorang dapat saja melanggar hak
asasi manusia seperti hak milik. Karena itu
diperlukan adanya transparansi,
pertanggungjawaban dan juga kemanfaatan atas
dana dan alokasi dana serta niat seseorang yang
jelas  baiknya. Kejelasan niat seseorang
merupakan persoalan dasar dalam ajaran agama,
khususnya agama Islam. Hal itu menyangkut
kebenaran tindakan (amal) seseorang sehingga
diridhoi oleh Allah SWT. Sebuah hadist
menjelaskan  ”sesungguhnya sahnya amal
tergantung niat” (Welhendri.2006).

Keinginan seseorang atau masyarakat
berderma, bermurah hati untuk berbagi pada
seseorang, kelompok dan organisasi sangat
dipengaruhi oleh citra atau pandangan yang
melekat pada lembaga tersebut. Orang tidak

akan mau berderma apabila ia melihat bahwa
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dana yang diberikannya tidak sampai pada apa
yang telah diniatkan. Selain itu, bantuan yang
diberikan harus dikelola searif mungkin, dan
dapat diberdaya gunakan terhadap sasaran yang
diinginkan si penderma (Irdam. 2006).

Selanjutnya irdam (2006) menjelaskan
beberapa strategi untuk menggalang dana
filantropi masyarakat. Pertama, membangun
community awareness melalui berbagai media
komunikasi dengan memberikan beberapa
contoh best practice filantropi masyarakat yang
telah mengubah kehidupan seseorang ataupun
kelompok masyarakat dari kondisi
memprihatinkan ke arah hidup yang lebih baik.
Cara ini dipandang cukup efektif dalam
menggugah dan menyadarkan masyarakat yang
memiliki kemampuan untuk berderma. Kedua,
membangun citra lembaga melalui peningkatan
sumber daya manusia dan pengelolaan dana
yang dapat dipertanggungjawabkan, transparan,
akuntabel, dan juga bermanfaat serta dana
filantropi berdaya guna bagi penerima manfaat
(beneficaries). Masyarakat yang sudah berderma
akan merasa puas dan berkesan bahwa niat
untuk membantu masyarakat yang kurang
mampu atau membutuhkan bantuan sudah
tercapai.

Welhendri (2006) menjelaskan bahwa
agam mengajarkan untuk Dberlaku nemar,
sekalipun  pahit.  Berlaku benar  untuk
mendapatkan kepercayaan publik sedikit lebih
berat, karena beberapa sebab berikut :

1. Masih “gelap” di mata publik khususnya

dalam pengelolaan dana- dana sosial, dan

-124-

bahwa pengorganisasian masyarakat tidak

sama dengan pengorganisaian dana.
2. Kebanyakan  organisasi  ini  belum
professional sehingga rawan
penyelewengan dana publik shingga selain
komitmen dalam pengelolaan dana sosial
secara bertanggung jawab dibutuhkan
adanya transparansi sebagai cerminan sikap
tagwa karena memiliki motivasi kebajikan,
kesucian hati, dan kemuliaan tujuan

(Welhendri, 2006).

Dalam  konteks  transparansi itu
merupakan dorongan terjadinya transformasi
sikap seseorang dalam aktifitas berinteraksi
dengan sesama manusia khususnya dalam
berderma.  Transformasi  berarti ~ sebuah
perubahan dalam motif tindakan seseorang dan
anggota masyarakat. Perubahan yang terarah
seraya menawarkan jalan dan kesadaran bahwa
manusia adalah makhluk sosial ( Welhendri.
2006).

BAZIS Jawa Tengah sebagai salah satu
organisasi yang bergerak di bidang distribusi
pendapatan dari si kaya kepada si miskin,
memiliki tanggung jawab sosial yang sangat
besar. Zakat yang berhasil dikumpulkan oleh
BAZIS Jawa Tengah disalurkan kepada fakir
miskin (80.24%), sabilillah (18.76%), dan
muallaf, ghorimin, serta ibnu sabil (1%).
Sedangkan dana yang terkumpul dari infak dan
sedekah untuk kemaslahatan umat atau
peningkatan Sumber Daya Manusia ( 37.39%),

sosial  keagamaan  (35%), dan  untuk
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pegembangan lembaga serta sosialisai (27.61%).
(BAZIS. 2006).

Strategi pendayagunaan Zakat, Infak,
dan Sedekah (ZIS) meliputi peningkatan sumber
daya manusia (SDM) kepada fakir miskin,
pembinaan  kegiatan  keagamaan  kepada
sabilillah, dan kepada muallaf, ghorimin, dan
ibnu  sabil diberikan pembinaan akidah,
pelunasan hutang, dan bantuan kehabisan bekal.
Untuk program unggulan meliputi pembinaan
SDM melalui beasiswa, guru ngaji, dan usaha
produktif ~ melaluai gadrul  hasan, dan
mudharabah. Sedang peran BAZIS dalam
menggulangi kemiskinan, BAZIS melakukan
pengembangan potensi mayarakat (enabling),
memperkuat potensi masyarakat, dan
pemberdayaan (empowering), dan melindungi
masyarakat (recovering). (BAZIS.2006).

2. Tinjauan Pustaka

Teori keagenan (agency theory) : Dalam
teori ini dijelaskan bahwa secara ideal, agen
dapat dipercaya antuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya dalam memaksimumkan
kemakmuran. Namun kenyataannya, karena
adanya informasi asimetri dimana agen
mempunyai informasi yang lebih banyak
dibanding  pemilik, maka agen akan
menggunakan kekuatan yang mereka miliki
untuk mengutamakan kepentingan mereka
dibanding kepentingan pemilik (Jensen,1986).

Dalam perjalanan waktu, masalah

keagenan semakin kompleks, dimana masalah

keagenan tidak hanya terjadi antara manajer
dengan pemilik, tetapi juga antara pemegang
saham dengan kreditur. Antara pemegang saham
dengan stakeholders seperti pemasok,
karyawan dan stakeholders yang lain (Shleifer
dan Vishny, 1997; Zhuang, et.al 2000; Ariyoto,
2000). Adanya konflik keagenan yang semakin
komplek ini kemudian diperlukan good
corporate governace, agar kepentingan berbagai
pihak yang terlibat dengan lembaga tidak
dirugikan.

Menurut Solomon and Solomon (2004)
terdapat dua sudut pandang corporate
governance, yaitu corporate governance dalam
sudut pandang sempit dan luas. Corporate
governance berdasarkan sudut pandang sempit
adalah sebagai hubungan antara perusahaan
(pengelola) dengan pemegang saham (pemilik) .
Corporate governance menurut sudut pandang
luas adalah hubungan antara perusahaan (satu
unit ekonomi) dengan pemegang saham, juga
antara pengelola dengan stakeholders lain,
seperti : Karyawan, pelanggan, pemasok dan
sebagainya. Berdasarkan uraian ini, Solomon
and Solomon (2004) mendefinisi corporate
governance sebagai suatu check and balance,
baik internal maupun eksternal yang menjamin,
bahwa perusahaan menjalankan akuntabilitas
kepada seluruh stakeholder dan tanggung jawab
secara sosial terhadap semua  aktifitas

perusahaan.
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Ada dua teori keagenan, yaitu positivist
agency theory dan prinsipal agennt theory
(Elisenhart,1998).

Dalam positivist agency theory lebih
menfokuskan pada identifikasi situasi ketika
agen dan principal mempunyai tujuan yang
berbeda dan kemudian menjelaskan mekanisme
governance yang dapat membatasi self interest

dari agen. Aliran ini membahas tentang

hubungan keagenan antara pemegang saham dan
manajer. Teori ini dikembangkan oleh Jensen
and Meckling (1986), Solusi untuk mengurangi
konflik keagenan antara manajer dan pemegang
saham adalah kepemilikan ekuitas (Jensen and
Meckling, 1986).

Kepemilikan ekuitas juga digariskan

dalam Q.S at-Taubah ayat 60 sebagai berikut :

AL 40+Q0->FrHY @ D¢ EO0DWa I ROV X

¢ xERNF-NOOAD Mo o0
QL &NEQD>EHD A

O OXIEA WK <CONMWaJ-e0

PV QECBOEO M Wa o0
&rO0& 7O $N

ORxO0 ¢xvOEROCIO MW 0 FDo +QHuOWe X ORxSO

B ISnORO0Wa S DxuGa o0
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SBHOGERO KHOREIN + 26 @0 B X Lo 3 aPo X8 GO SO +=
QY ED

Artinya : Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang
miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'‘allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan)
budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui

lagi Maha Bijaksana.

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa salah
satu asnaf dari 8 asnaf yang berhak atas zakat
adalah amil atau pengelola zakat vyaitu
seperdelapan bagian.

Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa
secara ideal agen dapat dipercaya untuk
melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya
dengan baik. Namun kenyataannya, karena
adanya informasi yang asimetri dimana agen

mempunyai informasi yang lebih banyak
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dibanding  pemilik, maka agen akan
menggunakan kekuatan yang mereka miliki
untuk mengutamakan kepentingan mereka
dibanding kepentingan pemilik (Jensen,1986).

Ada dua

governance, yaitu paradigma shareholding dan

paradigma  corporate
paradigma stakeholding (Letsa and Sun. 2002).
Corporate governance menurut paradigma
shareholding mempunyai ciri  “individual

liberty” yang tujuannya hanya untuk
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memaksimumkan  kemakmuran  pemegang
saham. Namun corporate governance menurut
paradigma stakeholding, mempunyai ciri
“justice for all” yang tujuannya untuk
mengakomodasikan kepentingan seluruh
stakeholders.

Kedua paradigma tersebut memberikan
analisis dan teori yang mempunyai polarisasi
satu dengan yang lain dalam memahami konsep
corporate  governance, bahkan polarisasi
tersebut juga muncul pada masing- masing
paradigma, karena asumsi- asumsi yang mereka
gunakan berbeda. Analisis untuk stakeholding
perspective dijelaskan sebagai berikut.

a. Social entity theory

Teori ini menyatakan bahwa organisasi
bukan sebuah asosiasi privat yang dimiliki
individu, tetapi asosiasi publik yang disahkan
melalui proses legal, dan politik untuk mencapai
tujuan bersama, baik tujuan komersial maupun
tujuan sosial. Teori ini juga berargumentasi
bahwa perusahaan atau organisasi merupakan
institusi sosial yang didasarkan pada nilai- nilai
fundamental dan moral masyarakat.

b. The pluralistic model

Model ini  berargumentasi bahwa
organisasi atau perusahaan harus melayani dan
mengakomodasi kepentingan seluruh
stakeholders untuk mewujudkan perusahaan
yang lebih efisien, dan lebih terlegimitasi.
Corporate govenance dalam model ini
menyatakan bahwa hak kepemilikan berada pada

seluruh stakeholders karena stakeholders ikut

mendanai perusahaan, menanggung resiko, dan
memberi  kontribusi  dalam  pengambilan
keputusan untuk mempertinggikan efektifitas,
dan efisiensi organisasi atau perusahaan.

Good governance diucapkan oleh
banyak orang Indonesia Sejak tahun 1993. Kata
governance mewakili suatu etika baru yang
terdengar rasional, professional, dan demokratis,
tidak soal apakah diucapkan di Kantor Bank
Dunia di Washington, AS atau di kantor LSM
yang kumuh di pinggir kota.

Membangun good governance adalah
mengubah cara Kkerja organisasi, membuat
organisasi menjadi akuntabel, dan membangun
pelaku- pelaku ekonomi untuk ikut berperan
membuat sistem baru yang bermanfaat secara
umum. Dalam konteks ini, tidak ada satu tujuan
pembangunan yang dapat diwujudkan dengan
baik hanya dengan mengubah karakteristik, dan
cara kerja organisasi. Harus kita ingat, untuk
mengakomodasi keragaman, good governance
juga harus dapat menjangkau berbagai tingkat
wilayah politik. Karena itu, membangun good
governance adalah proyek sosial yang besar.
Agar realistis, usaha tersebut harus dilakukan
dengan cara bertahap. Untuk Indonesia,
fleksibilitas dalam memahami konsep ini
diperlukan agar dapat menangani realitas yang
ada.

Masyarakat  transparansi  Indonesia
menyebutkan sejumlah indikator tentang prinsip
tata kelola organsasi yang baik, yaitu

Transparansi, Akuntabilitas, dan Manfaat.
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Sejumlah pendapat lain mengenai prinsipi good
governance adalah Asian Development Bank
menegaskan adanya konsensus umum bahwa
good governance dilandasi oleh pilar yaitu 1.
Accountability, 2. Tranparency, 3. Usefull, 4.
predictability ~ (prediktabilitas). = Dan 5.
participation.

Komponen atau pun prinsip yang
melandasi tata kelola yang baik sangat bervariasi
dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar
ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada dua
prinsip yang dianggap sebagai prinsip- prinsip
utama yang melandasi good governance yaitu
1.akuntabilitas, 2. transparansi. Dan prinsip lain
yang dianggap penting juga, yaitu Manfaat.

Beberapa Hasil Penelitian

Penelitian tentang persepsi pengelolaan
Zakat, Infak dan Shodagoh di Kodia Semarang
tentang pengelolaan BAZIS berbazis produktif
oleh Zainal Alim Adiwijaya dkk. (2003)
menghasilkan kesimpulan bahwa pengelola dana
filantropi di kodia Semarang sangat setuju bila
pengelolaan LAZIS dan BAZIS lebih produktif,
terprogram dan terkoordinir secara masif. Dalam
penelitian tersebut direkomendasikan bahwa
dibutuhkan tata kelola BAZIS yang terpercaya
agar potensi zakat, infak dan shodagoh dapat
tergali dari masyarakat dan bermanfaat bagi
pengentasan kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian Abu Baker
dan Chaider (2006) pandangan kaum muslim
terhadap transparansi dan akuntabilitas dapat

dilihat sebagai berikut : kepercayaan para donor
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terhadap organisasi keagamaan yang
menyalurkan dana dengan transparan, penolakan
terhadap pencarian dana di jalan-jalan raya
karena akuntabilitas yang rendah, keinginan
untuk mengaudit organisasi filantropi dan
mengumumkan hasilnya. 62 % responden
enggan memberikan filantropinya melalui
organisasi yang belum mereka kenal dengan
baik  karena  alasan

(akuntabilitas).

tanggung  jawab

Kuatnya rasa tidak percaya pada
aktifitas derma jalanan (street fundraising)
sejatinya sejalan dengan pernyataan keinginan
masyarakat (63 %) untuk mengetahui apakah
shodagoh mereka benar-benar sampai ke tangan
orang yang berhak menerima. Dengan kata lain
mereka mendambakan organisasi filantropi yang
akuntabel. Ini juga tercermin dalam keinginan
mereka terhadap adanya audit tahunan atas
keadaan keuangan organisasi filantropi (90%),
penyampaian laporan kepada masyarakat (92
%). Sejumlah besar muzakki (88%) memandang
perlunya pertanggungjawaban dana yang
terkumpul secara transparan.

Terdapat 10 hak yang melekat pada
penyumbang berdasar pada a Donor Hill of
Right yang dicetuskan para fundraiser dan pakar
filatropi internasional. Diantaranya yang utama
adalah berhak mengetahui profil dan misi
organisasi yang disokongnya. Selain itu mereka
juga berhak mengetahui kredibilitas dan juga
menerima laporan keuangan organisasi secara

transparan dan memperoleh garansi bahwa
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donasi mereka dikelola dengan  benar
(accountable).

Manfaat dari suatu institusi filantropi
yang dirasakan oleh penerima yang berhak atas
dana filantropi membuat para pendonor puas dan
merasa apa yang diinginkannya telah sampai
pada tujuan. Naser and Moutinho (1997)
menghasilkan penelitian bahwa karya organisasi
yang dapat diterima masyarakat merupakan
karya yang dapat memenuhi kebutuhan dan
keinginan masyarakat. Semakin baik pemenuhan
kebutuhan masyarakat maka akan semakin baik
dampak pada organisasi dan stakeholders dalam
pengambilan keputusan.

Levesque and McDougall (1998)
menunjukkan bahwa kemampuan organisasi
dalam memberikan manfaat sosial pada
masyarakat maka akan dapat diterima dimana
organisasi itu berada dan masyarakat luas dapat
memberikan  dukungan  positif  terhadap

kelancaran organisasi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan
deskriptif analisis, dengan memfokuskan pada
identifikasi yang mendalam tentang transparansi
informasi BAZIS, akuntabilitas BAZIS dan
manfaat BAZIS serta dampaknya terhadap

muzaki menunaikan zakat, infak dan shodagoh
pada BAZIS Propinsi Jawa Tengah.

Adapun metode dan teknik penelitian
yang digunakan adalah penggabungan antara
studi literatur, observasi responden, metode
wawancara dengan muzaki BAZIS Propinsi
Jawa Tengah. Keseluruhan metode tersebut
akan dibantu dengan pendekatan Partial Least
Square (PLS) untuk mempermudah dalam

menganalisis data.

3.1 Kerangka Model Penelitian

Berdasarkan telaah dan kajian atas
berbagai referensi teoritik dan empirik dapat
dirumuskan kerangka konseptual yang menjadi
acuan dalam riset empiris ini, seperti tampak
dalam gambar 3.1. Gambar 3.1 menunjukkan
variabel laten yang akan diteliti yaitu ada lima
variabel dan masing masing variabel diambil
tiga indikator. Nama-nama variabel dan
indikator dijelaskan setelah gambar kerangka
konseptual sebagai berikut.

Nama-nama variabel dan indikator
dijelaskan setelah gambar kerangka konseptual

sebagai berikut:
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y.1.1 y.1.2 y.1.3

x.1.1
x.1.2 )
Transparansi
Informasi
x.1.3
x.2.1
Akuntabilitas
X.2.2 ....... BAZIS
x.2.3
%31 |- Manfaat BAZIS
x.3.2
x.3.3
Keterangan :
= Variabel Laten
[ 1 = Indikator

Kerangka Konseptual

Adapun susunan atau keterangan variabel dan indikator

Gambar 1

Kepuasan

Muzakki

Loyalitas

Muzakki BAZIS

y.2.1 y.2.2 y.2.3

Pengaruh

Pengukur

dijelaskan pada Tabel berikut :

Tabel 3.1
Variabel Laten dan Indikator
NO | Variabel Laten Indikator
1. Transparansi informasi a. Mekanisme sistem keterbukaan dan
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standar dari semua proses pelayanan
BAZIS

b. Mekanisme  yang menfasilitasi
pertanyaan-pertanyaan publik

¢. Mekanisme pelaporan dan penyebaran
informasi maupun penyimpangan

organisasi BAZIS

2. Akuntabilitas a. Memenuhi standar etika dan nilai-nilai
yang berlaku

b. Mampu bertanggung jawab setiap
wewenang yang diberikan pada masing-
masing bagian.

c. Dilakukan audit oleh eksternal auditor

3 Manfaat BAZIS a. Peningkatan ekonomi konsumsi
b. Peningkatan daya beli pendidikan
c. Peningkatan ekonomi produkrtif

4 Kepuasan muzaki (menunaikan ZIS | a. Sesuai dengan harapan muzaki

kepada) BAZIS b. Senang atas pengelolaan BAZIS

c.Yakin atas keputusan muzaki menunaikan
ZIS pada BAZIS adalah benar

3.2 Populasi dan sampel

Populasi yaitu jumlah dari
keseluruhan unit analisis yang ciri-cirinya akan
diduga (Coper, 1995). Dalam penelitihan ini
populasi meliputi seluruh Muzaki  BAZIS
Propinsi Jawa Tengah. Sampel adalah sejumlah
individu yang merupakan perwakilan dari
populasi yang akan diteliti. Teknik penarikan

sampel dengan purposive Sampling dimana

masing-masing daerah di Propinsi Jawa Tengah
akan dipilih muzaki yang memenuhi Kkriteria
tertentu sesuai dengan relevansi peneliti.
Kemudian besarnya sampel (sample size)
mengacu pendapat Hair (1992), yang
mengatakan bahwa jumlah sampel adalah
indikator dikali 5 sampai 10. Oleh karena itu

jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 5 kali
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15 sampai 10 kali 15 (indikator) sebesar 75
sampai 150 responden.

4  Pembahasan
4.1. Hasil Analisis PLS

Dari data yang diperoleh dari 150
sample BAZIS dilakukan pengujian Partial
Least Square (PLS) dapat disampaikan sabafai
berikut :

Langkah Pertama : Membaca Hasil Outer
Model/ Measurenment Model

Ada tiga kriteria untuk menilai outer model yaitu
convergent validity, discriminant validity dan

composite reliability.

a. Convergent Validity

Dari kelima konstruk atau laten dalam
penelitian ini, yaitu : Transparansi Informasi
BAZIS (X1), Akuntabilitas BAZIS (X2),
Kemanfaatan BAZIS (X3), Kepuasan Muzaki
(Y1), Loyalitas Muzaki (Y2) diperoleh nilai
loading factor dari masing- masing indikator di
atas 0.50 seperti yang tercantum di lampiran 1.
Jadi semua konstruk atau laten dalam penelitian

ini telah memenuhi Convergent Validity yang

tinggi.

b. Composite Reability

Dari Tabel 3.2 dapat disampaikan
bahwa masing- masing konstruk atau laten
sangat reliabel karena memiliki Composite
Reability yang tinggi di atas 0.50. Jadi dapat
disimpulkan bahwa data yang diperoleh sangat

reliabel

Tabel 3.2
Composite Reability

Construct Composite Reability
Transparansi informasi BAZIS 0.898
Akuntabilitas BAZIS 0.893
Kemanfaatan Bazis 0.863
Kepuasan muzaki 0.913
Loyalitas muzaki 0.931

Sumber : data yang diolah

c. Discriminant Validity
Discriminant Validity dapat dilihat dari
cross loading. Nilai korelasi indikator terhadap

konstruk atau latennya harus lebih besar
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diperoleh hasil bahwa nilai loading untuk semua

indikator baik Transparansi Informasi BAZIS
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(X1), Akuntabilitas BAZIS (X2), Kemanfaatan
BAZIS (X3), Kepuasan Muzaki (Y1), Loyalitas
Muzaki (Y2), mempunyai nilai lebih besar

dibandingkan dengan nilai korelasi indikator
konstruk lainnya. Begitu juga dengan konsteruk
yang lain. Untuk lebih jelasnya lihat lampiran.

2. Langkah Kedua : Membaca Hasil (Inner Model atau Hubungan antara Konstruk)
Tabel 3.3
Hasil Pengujian Hipotesis

Hipotesis Pengaruh antar Koefisien T - Statistik Keputusan
Variabel Estimate

1 Transparansi -> 0.512 4.783 Signifikan
Kepuasan

2 Akuntabilitas -> 0.365 3.602 Signifikan
Kepuasan

3 Manfaat -> Kepuasan 0.356 3.467 Signifikan

4 Transparansi -> 0.297 2.158 Signifikan
Loyalitas

5 Akuntabilitas -> 0.336 3.099 Signifikan
Loyalitas

6 Manfaat -> Loyalitas 0.294 2.003 Signifikan

7 Kepuasan -> Loyalitas 0.434 3.989 Signifikan

Sumber : data yang diolah
Keterangan : t Tabel (0.05, 116) = 1.671
a. Hipotesis Pertama menunaikan Zakat Infak dan Sedekah pada

Hipotesis pertama yang berbunyi BAZIS Jawa Tengah, diperoleh hasil uji nilai t-

Transparansi Informasi berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan muzaki dalam menunaikan
zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZIS Jawa
Tengah. Berdasarkan hasil perhitungan uji PLS
pada Tabel 5.5 yang menguji hipotesis pertama
yaitu  Transparansi informasi berpengaruh

signifikan terhadap kepuasan muzaki dalam

statistik sebesar 4.783 dan t- Tabel sebesar
1.671. Sedangkan nilai koefisien estimasi (P)
sebesar 0.512. Jadi dapat disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh positif yang signifikan dari
variabel  Transparansi  Informasi  terhadap
kepuasan muzaki artinya bahwa semakin besar

transparansi  informasi BAZIS maka akan
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semakin besar pula kepuasan pembayar zakat
(muzaki) BAZIS. Dengan kata lain bila kualitas
Transparansi Informasi ditingkatkan secara baik
pada pengelolaan BAZIS, maka akan dapat
memberikan dampak yang sangat positif
terhadap kepuasan pembayar zakat (muzaki)
BAZIS. Dengan demikian, maka hipotesis

pertama telah terbukti, dan diterima.

b. Hipotesis Kedua

Hipotesis kedua yang  berbunyi
Akuntabilitas organisasi berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan muzaki dalam menunaikan
zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZIS Jawa
Tengah. Berdasarkan hasil perhitungan uji PLS
pada Tabel 5.5 yang menguji hipotesis kedua
yaitu Akuntabilitas organisasi berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan muzaki dalam
menunaikan Zakat Infak dan Sedekah pada
BAZIS Jawa Tengah, diperoleh hasil uji nilai t-
statistik sebesar 3.602 dan t- Tabel sebesar
1.671. Sedangkan nilai koefisien estimasi ()
sebesar 0.365. Jadi dapat disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh positif yang signifikan dari
variabel Akuntabilitas organisasi terhadap
kepuasan muzaki artinya bahwa semakin besar
Akuntabilitas dalam organisasi BAZIS maka
akan semakin besar pula kepuasan pembayar
zakat (muzaki) BAZIS. Dengan kata lain bila
kualitas Akuntabilitas ditingkatkan secara baik
pada pengelolaan BAZIS, maka akan dapat
memberikan dampak yang sangat positif

terhadap kepuasan pembayar zakat (muzaki)
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BAZIS. Dengan demikian, maka hipotesis
kedua telah terbukti, dan diterima.

c. Hipotesis Ketiga

Hipotesis  ketiga ~ yang  berbunyi
Kemanfaatan BAZIS berpengaruh signifikan
terhadap kepuasan muzaki dalam menunaikan
zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZIS Jawa
Tengah. Berdasarkan hasil perhitungan uji PLS
pada Tabel 5.5 yang menguji hipotesis ketiga
yaitu  Kemanfaatan BAZIS  berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan muzaki dalam
menunaikan Zakat Infak dan Sedekah pada
BAZIS Jawa Tengah, diperoleh hasil uji nilai t-
statistik sebesar 3.467 dan t- Tabel sebesar
1.671. Sedangkan nilai koefisien estimasi (p)
sebesar 0.356. Jadi dapat disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh positif yang signifikan dari
variabel Manfaat BAZIS terhadap kepuasan
muzaki artinya bahwa semakin besar Manfaat
dari suatu BAZIS maka akan semakin besar pula
kepuasan pembayar zakat (muzaki) BAZIS.
Dengan kata lain bila kualitas Kemanfaatan
BAZIS  terhadap

ditingkatkan secara baik pada pengelolaan

kemaslahatan umuat

BAZIS, maka akan dapat memberikan dampak
yang sangat positif terhadap kepuasan pembayar
zakat (muzaki) BAZIS. Dengan demikian, maka

hipotesis ketigaa telah terbukti, dan diterima.

d. Hipotesis Keempat
Hipotesis keempat yang berbunyi
Transparansi Informasi berpengaruh signifikan

terhadap Loyalitas muzaki dalam menunaikan
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zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZIS Jawa
Tengah. Berdasarkan hasil perhitungan uji PLS
pada Tabel 5.5 yang menguji hipotesis keempat
yaitu  Transparansi informasi  berpengaruh
signifikan terhadap Loyalitas muzaki dalam
menunaikan Zakat Infak dan Sedekah pada
BAZIS Jawa Tengah, diperoleh hasil uji nilai t-
statistik sebesar 2.158 dan t- Tabel sebesar
1.671. Sedangkan nilai koefisien estimasi (B)
sebesar 0.297. Jadi dapat disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh positif yang signifikan dari
variabel  Transparansi Informasi terhadap
Loyalitas muzaki artinya bahwa semakin besar
transparansi  informasi BAZIS maka akan
semakin besar pula Loyalitas pembayar zakat
(muzaki) BAZIS Jawa Tengah. Dengan kata lain
bila kualitas Transparansi Informasi
ditingkatkan secara baik pada pengelolaan
BAZIS, maka akan dapat memberikan dampak
yang sangat positif terhadap Loyalitas pembayar
zakat (muzaki) BAZIS. Dengan demikian, maka

hipotesis keempat telah terbukti, dan diterima.

e. Hipotesis Kelima

Hipotesis  kelima yang  berbunyi
Akuntabilitas Organisasi BAZIS berpengaruh
signifikan terhadap Loyalitas muzaki dalam
menunaikan zakat, infak, dan shodagoh (ZIS)
pada BAZIS Jawa Tengah. Berdasarkan hasil
perhitungan uji PLS pada Tabel 5.5 yang
menguji hipotesis kelima yaitu Akuntabilitas
Organisasi berpengaruh signifikan terhadap

Loyalitas muzaki dalam menunaikan Zakat Infak

dan Sedekah pada BAZIS Jawa Tengah,
diperoleh hasil uji nilai t- statistik sebesar 3.099
dan t- Tabel sebesar 1.671. Sedangkan nilai
koefisien estimasi () sebesar 0.336. Jadi dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif
yang signifikan dari variabel Akuntabilitas
Organisasi terhadap Loyalitas muzaki artinya
bahwa semakin besar Akuntabilitas yang
dilakukan dalam pengorganisasian BAZIS maka
akan semakin besar pula Loyalitas pembayar
zakat (muzaki) BAZIS. Dengan kata lain bila
kualitas Akunabilitas Organisasi ditingkatkan
secara baik pada pengelolaan BAZIS, maka akan
dapat memberikan dampak yang sangat positif
terhadap Loyalitas pembayar zakat (muzaki)
BAZIS. Dengan demikian, maka hipotesis

kelima telah terbukti, dan diterima.

f.  Hipotesis Keenam

Hipotesis keenam yang berbunyi
Manfaat BAZIS berpengaruh  signifikan
terhadap Loyalitas muzaki dalam menunaikan
zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZIS Jawa
Tengah. Berdasarkan hasil perhitungan uji PLS
pada Tabel 5.5 yang menguji hipotesis keenam
yaitu Manfaat dari adanya BAZIS Kkepada
kemaslahatan umat berpengaruh signifikan
terhadap Loyalitas muzaki dalam menunaikan
Zakat Infak dan Sedekah pada BAZIS Jawa
Tengah, diperoleh hasil uji nilai t- statistik
sebesar 2.003 dan t- Tabel sebesar 1.671.
Sedangkan nilai koefisien estimasi (B) sebesar

0.294. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat
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pengaruh positif yang signifikan dari variabel
Manfaat BAZIS terhadap Loyalitas muzaki
artinya bahwa semakin besar Manfaat yang
diberikan BAZIS maka akan semakin besar pula
Loyalitas pembayar zakat (muzaki) BAZIS.
Dengan kata lain bila kualitas Manfaat BAZIS
ditingkatkan secara baik pada pengelolaan
BAZIS, maka akan dapat memberikan dampak
yang sangat positif terhadap loyalitas pembayar
zakat (muzaki) BAZIS. Dengan demikian, maka

hipotesis keenam telah terbukti, dan diterima.

g. Hipotesis Ketujuh

Hipotesis  ketujuh  yang  berbunyi
Kepuasan Muzaki berpengaruh  signifikan
terhadap Loyalitas muzaki dalam menunaikan
zakat, infak, dan shodaqoh pada BAZIS Jawa
Tengah. Berdasarkan hasil perhitungan uji PLS
pada Tabel 5.5 yang menguji hipotesis ketujuh
yaitu Kepuasan Muzaki berpengaruh signifikan
terhadap Loyalitas muzaki dalam menunaikan
Zakat Infak dan Sedekah pada BAZIS Jawa
Tengah, diperoleh hasil uji nilai t- statistik
sebesar 3.989 dan t- Tabel sebesar 1.671.
Sedangkan nilai koefisien estimasi () sebesar
0.434. Jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh positif yang signifikan dari variabel
Kepuasan Muzaki terhadap Loyalitas muzaki
artinya bahwa semakin besar Muzaki puas
terhadap pengelolaan BAZIS maka akan
semakin besar pula Loyalitas pembayar zakat
(muzaki) BAZIS. Dengan kata lain bila kualitas
Kepuasan Muzaki ditingkatkan secara baik pada

pengelolaan BAZIS, maka akan dapat
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memberikan dampak yang sangat positif
terhadap Loyalitas pembayar zakat (muzaki)
BAZIS. Dengan demikian, maka hipotesis
ketujuh telah terbukti, dan diterima.

4. 2 Temuan Empiris / Teoritis

Dalam penelitian ini dibangun atas dasar
teori agensi ( Agency Theory ) yang mengatakan
bahwa secara ideal, agen dapat dipercaya untuk
melaksanakan tugas, dan tanggung jawabnya
dalam memaksimumkan kemakmuran. Namun
kenyataannya, karena adanya informasi asimetri
dimana agen mempunyai informasi yang lebih
banyak dibanding pemilik, maka agen akan
menggunakan kekuatan yang mereka miliki
untuk mengutamakan kepentingan mereka
dibanding kepentingan pemilik

Dalam perjalanan  waktu, masalah
keagenan semakin kompleks, dimana masalah
keagenan tidak hanya terjadi antara manajer
dengan pemilik, tetapi juga antara pemegang
saham dengan kreditur. Antara pemegang saham
dengan stakeholders seperti pemasok,
karyawan dan stakeholders yang lain. Adanya
konflik keagenan yang semakin komplek ini
kemudian diperlukan good corporate governace,
agar kepentingan berbagai pihak yang terlibat
dengan lembaga tidak dirugikan.

Solusi permasalahan dalam agency
theory ini adalah penerapan good Corporate
Governance / CCG yang dibangun dari dua pilar
utama, Yyaitu faktor transparansi dan faktor
akuntabilitas. Terdapat dua sudut pandang
corporate

governance, yaitu corporate

governance dalam sudut pandang sempit dan
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luas. Corporate governance berdasarkan sudut
pandang sempit adalah sebagai hubungan antara
perusahaan (pengelola)  dengan pemegang
saham  (pemilik) Corporate governance
menurut sudut pandang luas adalah hubungan
antara perusahaan (satu unit ekonomi) dengan
pemegang saham, juga antara pengelola dengan
stakeholders  lain,  seperti Karyawan,

pelanggan, pemasok dan sebagainya.
Berdasarkan uraian ini, diketahui corporate
governance sebagai suatu check and balance,
baik internal maupun eksternal yang menjamin,
bahwa perusahaan menjalankan akuntabilitas
kepada seluruh stakeholder dan tanggung jawab
secara sosial terhadap semua aktifitas
perusahaan.

Dalam positivist agency theory lebih
menfokuskan pada identifikasi situasi ketika
agen dan principal mempunyai tujuan yang
berbeda dan kemudian menjelaskan mekanisme
governance yang dapat membatasi self interest
dari agen. Aliran ini membahas tentang
hubungan keagenan antara pemegang saham dan
manajer. Solusi untuk mengurangi konflik
keagenan antara manajer dan pemegang saham

adalah kepemilikan ekuitas.
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